
 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Padang Nomor 65/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Pdg dapat disimpulkan: 

Konsumen dalam putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tidak 

terlindungi hak-nya sebagai konsumen, hal ini karena Putusan yang ditetapkan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang adalah membatalkan Putusan BPSK 

Kota Padang No.10/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2021 dan menetapkan bahwa 

sengketa yang dialami bukanlah merupakan sengketa perlindungan konsumen 

melainkan hanya sengketa wanprestasi biasa. Namun jika dilihat dari dari sudut 

pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kasus diatas dapat menjadi kasus 

Perlindungan Konsumen, karena dalam hal ini Hak Konsumen dalam Pasal 4 huruf c 

dilanggar dengan tidak mendapat informasi bagaimana Pembayaran selanjutnya dan 

juga kondisi BPKB yang dijaminkan setelah adanya akuisisi perusahaan lain, serta 

perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Pelaku Usaha memuat Klausula Baku yang 

mengakibatkan Konsumen mengalami Kerugian. 
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B. Saran  

Hakim seharusnya juga memperhatikan Peraturan lainnya sehingga dapat 

menimbulkan rasa keadilan dalam menetapkan suatu putusan. Kasus seperti ini adalah 

sesuatu hal yang sangat jarang terjadi. Sebenarnya kasus inimasuk ke dalam ranahnya 

perlindungan konsumen, bukan wanprestasi. Hal tersebut karena disini Robby Octo 

Irawan, S.E sebagai konsumen sudah melakukan pembayaran rutin, namun 

pembayaran tidak dilanjutkan karena Pelaku Usaha tidak memberikan informasi 

kepada konsumen, sehingga konsumen tidak mengetahui tentang pembayaran atau hal 

lain yang menyangkut kenyamanan konsumen. 


